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BUPATI BANGKA TENGAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
NOMOR    2    TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PENCABUTAN 11 (SEBELAS) PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beberapa Peraturan Daerah 

Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dengan mempedomani ketentuan 

peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan 
pencabutan; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pencabutan 11 (Sebelas) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah; 

 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 
 

4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019                 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020                 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022                  

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     
Nomor 6617); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan 

Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6621); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung 

Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6628); 
 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden            
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120                
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

dan 

 
BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 11 (SEBELAS) 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH. 
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Pasal 1 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 28 

Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Sarang 

Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
Tahun 2006 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 28 
Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Sarang 

Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
Tahun 2007 Nomor 42); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 

Nomor 73); 
c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 

Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 
Nomor 103); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4         
Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 Nomor 113); 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5       
Tahun 2011 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 

Nomor 125); 
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8       

Tahun 2011 tentang Izin Usaha Kepariwisataan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 128); 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9       

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan          
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten            

Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 129); 
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 130); 
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 38 

Tahun 2011 tentang Izin Usaha Angkutan Penumpang dan 

Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah        
Tahun 2011 Nomor 158); 

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 
Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bangka Tengah                          

Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten                 
Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 205); dan 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 217). 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 

 
Ditetapkan di Koba 
pada tanggal   25 April     2022 

 
BUPATI BANGKA  TENGAH, 

 

 
 

         -ttd/dto- 
 

ALGAFRY RAHMAN 

 
 

Diundangkan di Koba 
pada tanggal   25 April 2022 
 

   SEKRETARIS  DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 

 
-ttd/dto- 

 
SUGIANTO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022                 
NOMOR  305 

 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2.27/2022) 

 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KAB. BANGKA TENGAH, 

 

 

AFRIZAL, SH 

PEMBINA 
NIP. 19810411 200501 1 006 

 


